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PENETAPAN
Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Dpk
e a3 4 e
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang
diajukan oleh:

NAMA, umur 39 tahun (lahir di Bogor, 24 Juni 1980), agama Islam, pekerjaan
Buruh, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami di persidangan;

Telah memperhatian surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10

Desember 2019 dan telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Depok pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Register Nomor

0416/Pdt.P/2019/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama Adhe Rangga Affuzia Arachman bin Hendra, umur 18 tahun 4 bulan
(lahir di Depok, 15 Agustus 2001), agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di Kota Depok (patokan dekat Masjid Nurul Iman), dengan
calon istrinya bernama: Dila Rahmawati binti Sobirin, umur 19 tahun (lahir di
Tangerang, 27 Desember 2000), agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di Kp. Ciputat JI. Kramat 6 Gang H. Sadi'ah RT 004 RW
005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang (pabrik tahu),
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yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak
untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon
dengan calon suaminya dikarenakan calon istrinya telah mengandung 3
(tiga) bulan dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta
untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di
kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang sesuai
kutipan surat penolakan nomor: 3784/KUA.28.5.1/PW.01/X11/2019 tertanggal
11 Desember 2019;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai
hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan
pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil
balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga
dan begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah,
dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau
kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah
merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya

yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
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8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bemama (Adhe Rangga
Affuzia Arachman bin Hendra) untuk menikah dengan seorang perempuan
bernama (Dila Rahmawati binti Sobirin);

3. Membebankan biaya perkara menuruthukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah
hadir secara in person di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat
kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan
dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon istrinya. Hakim memberikan saran
agar perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang
cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Pemohon sebagai
pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan
perkawinan anak Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang
dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang
bernama Adhe Rangga Affuzia Arachman bin Hendra), dan sebelumnya Hakim
telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami
risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon
tersebut dengan calon istrinya. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon
tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun 4 bulan (lahir tanggal 15
Agustus 2001);
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- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan perempuan yang
bernama Dila Rahmawati binti Sobirin;

- Bahwa anak tersebut hanya lulusan SMP, dan sekarang tidak bersekolah
lagi, dikarenakan orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah dirinya;

- Bahwaanaktersebut sekarang sudah bekerja sebagai pelayan toko;

- Bahwa anak tersebut sangat mencintai perempuan tersebut dan bermaksud
menikah secepatya berhubung calon isteri tersebut telah hamil 4 (empat)
bulan;

- Bahwa segala sesuatu yang berkaitan acara perkawinan tersebut sudah
dipersiapkan;

- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan
kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami apabila kelak telah
menikah;

Bahwa persidangan berikutnya Pemohon telah 2 (dua) kali berturut-turut
tidak datang di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak datang di
persidangan, dan jugatidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan dengan musyawarah
majelis;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat
dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan
kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan
Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
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Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Hakim memberikan
dispensasi kepada anak Pemohon yang bemama Adhe Rangga Affuzia
Arachman bin Hendra, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan
dengan seorang perempuan bemama Dila Rahmawati binti Sobirin, umur 19
tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal
usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha
menasihati Pemohon dan calon suami, agar memahami risiko perkawinan di
bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menangguhkan
rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan.
Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab
lahir dan batin terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bemama Adhe Rangga Affuzia
Arachman bin Hendra menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap
menikah dengan seorang perempuan bernama Dila Rahmawati binti Sobirin,
dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap di persidangan 2
(dua) kali berturut-turut, walaupun Pemohon dipanggil secara resmi dan patut,
dan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh alasan hukum yang sah.
Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dinyatakan tidak
bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan
menyatakan perkara Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Dpk, gugur;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3
(tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
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kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dalil-dalil syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan perkara Nomor 0416/Pdt.P/2019/PA.Dpk, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 06 Januari
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh
Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti,

dengan diluarkehadiran Pemohon.

Hakim,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah
Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
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4. Biaya Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 96.000,00
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